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A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan di bidang
telekomunikasi pun semakin meningkat. Telekomunikasi telah menghilangkan
batas-batas jarak dan mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah

jauhnya lokasi, serta

a tan dalam
nternet di
7 juta jiwa
Indonesia

b juta atau

Kenaikan jumTan pé terseb(tantara lain disebabkan
beberapa faktor seperti infrastruktur internet cepat atau broadband di Indonesia

semakin merata, transformasi digital semakin masif akibat pandemi Covid-19

! Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020:
Ada Kenaikan 25.5 Juta Pengguna Internet Baru di RI, Buletin APJII Edisi 74, November 2020, him. 1.
2 -
Ibid.
¥ Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019, Badan Pusat Statistik, Jakarta him.

* Ibid.



yang mengakibatkan masyarakat harus bekerja dari rumah (work from home)

dan pembelajaran online.

Dari angka statistik di atas, jumlah pengguna internet di Indonesia masih
didominasi oleh pengguna internet di Pulau Jawa yang mencapai 56,4%.
Sementara itu, Pulau Sumatera merupakan pengguna internet terbesar kedua

dengan 22,1%, disusul oleh Pulau Sulawesi sebesar 7%, Bali-Nusa Tenggara

satu hari.
na selama

guna. Dari

Youtube.

gternet adalah

yon demand

gfh TV dan film

layanan video on demand yang mbbni pengguna untuk membayar biaya
berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang disediakan
oleh penyedia SVOD. Layanan video on demand telah masuk ke pasar
Indonesia sejak lama dan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan.

Contoh penyedia layanan SVOD di Indonesia antara lain Viu, Iqgiyi, Iflix,

> Netflix.com, “What is Netflix?”, https:/help.netflix.com/en/node/412, diakses 4 November 2021.
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Disney+ Hotstar, Vidio, Goplay, Mola, Genflix, HBO Go, dan Netflix. Rata-
rata aplikasi VOD menggunakan sistem premium dengan mekanisme
pembayaran berlangganan. Perkembangan aplikasi VOD menjadikan sebuah
bisnis bagi internet provider dengan menjadikan bonus atas paket berlangganan
internet yang telah dibayar setiap bulannya.® Internet provider yang menjalin

kerja sama dengan beberapa aplikasi VOD antara lain Telkomsel, XL Axiata, 3

(Tri) Indonesia, dan Smartfren.’

Di Indonesia, untuk dapat t e jaringan internet terdapat dua cara

® Randi Eka, "Video on Demand dan Penerimaannya oleh Masyarakat Indonesia"”,
www.dailysocial.id, diakses tanggal 6 November 2021.

"Bill Clinten, "Daftar Paket Streaming Video Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan Smartfren",
www.tekno.kompas.com, diakses tanggal 6 November 2021.

& Conney Stephanie, “Netflix Diunduh Lebih dari 1 Miliar Kali di Google PlayStore™,
https://tekno.kompas.com/read/2020/08/03/08030047/netflix-diunduh-lebih-dari-1-miliar-kali-di-google-
play-store, diakses 4 November 2021.

Andrea Lidwina, “Efek Pandemi, Total Pelanggan Netflix Tembus 200 Juta”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/efek-pandemi-total-pelanggan-netflix-tembus-200-
juta, diakses 4 November 2021.

' Ibid.


http://www.dailysocial.id/
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https://tekno.kompas.com/read/2020/08/03/08030047/netflix-diunduh-lebih-dari-1-miliar-kali-di-google-play-store
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yaitu melalui Fixed Broadband dan Mobile Broadband. Fixed Broadband
merupakan jenis koneksi yang membutuhkan kabel telepon atau kabel jaringan
khusus untuk bisa terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa dipindahkan.
Sementara Mobile Broadband adalah jalur koneksi wireless ke internet yang
umumnya menggunakan perangkat mobile seperti modem, perangkat Wi-Fi

atau tethering dari smartphone untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet.

sebesar 45,1% (per 2019- Oleh karena itu, Telkomsel
merupakan operator penyedia layanan internet seluler (mobile) yang paling

banyak digunakan atau terhubung dengan internet.

1 Cindy Mutia Annur, “IndiHome Mendominasi Pasar Internet Fixed Broadband di Indonesia”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/30/indihome-mendominasi-pasar-internet-fixed-
broadband-di-indonesia, diakses 4 November 2021.

2 Indonesia Survey Center, “Laporan Survei Internet APJIII 2019 — 2020 (02)”
https://apjii.or.id/survei, diakses 4 November 2021.
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Pada tanggal 27 Januari 2016, Telkom dan Telkomsel sebagai
penyelenggara jasa telekomunikasi paling dominan di Indonesia melakukan
pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix dengan alasan konten
Netflix mengandung unsur pornografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya
Indonesia. Pemblokiran tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat dan
pengguna layanan akses internet yang diselenggarakan oleh Telkom Group

sebagai akibat tertutupnya akses pengguna terhadap layanan Netflix. Selain itu,

/
ykiran-va c 0o ek Id O adap=penurunan dari

sel dapat

=

t Sy ar dimana ini
el
A

perb@léhkan melakukan

Persaingan Usaha Tidk » dluah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Anti Monopoli”’), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU
Perlindungan Konsumen”), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

'3 permana, R. B, Network Neutrality: Standar Baru Dalam Tata Kelola Internet?, Mimbar
Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020. https://doi.org/10.22146/jmh.3093, him. 450.
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Telekomunikasi”), Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).
Hingga tahun 2022 ini, Indonesia masih memiliki permasalahan terkait Network

Neutrality. Dapat dilihat pada UU ITE tidak mendukung terkait Netralitas

1en*Pat 3 , a1 i an=berbagai tindakan
entu dapat
aha terhadap
hat. Untuk
gan usaha
e of Reason

memenuhi

usaha tigah g i P ferbuatannya.®®
Jadi, penerapan o : | 5f Reason mempertimbangkan
alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan/perbuatan oleh pelaku
usaha.

Untuk mengawasi pelaksanaan Persaingan Usaha di Indonesia, dibentuklah

" Yudha Manggala, Ada Tujuh Masalah Pengelolaan Internet di Indonesia,
https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/13/03/02/mizsn3-ada-tujuh-masalah-pengelolaan-
internet-di-indonesia, diakses 22 Desember 2021.

15 susanti Adi Nugroho, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbang/Diklat
Mahkamah Agung, 2002, him. 28-29.
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Pasal 30 UU
Anti Monopoli. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya.
KPPU bertanggung jawab kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).*

KPPU selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan

usaha di Indonesia pun telah mem erkait dugaan pelanggaran persaingan

asi Telkom
es Internet
an temuan
berbagai

ten Netflix

mengenai
7 08/KPPU-
1/2020 sel terhadap
Netflix terkait Penyedi st Provider berdasarkan hukum
persaingan usaha, dimana dalam kasus di atas Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun

1999, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa

'8 Irna Irmalina Daud, Evaluasi terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 2 No. 1 (Agustus 2006), him. 53.
7 Fitri Novia Heriani, KPPU Putuskan Telkom dan Telkomsel Tak Bersalah dalam Perkara Kontra
Netflix, https://www.hukumonline.com/berita/baca/It608a88fec5394/kppu-putuskan-telkom-dan-telkomsel-
tak-bersallgh-dalam-perkara-kontra—netﬂix, diakses 4 November 2021.
Ibid.
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kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu”,'® yang digunakan sebagai dasar KPPU menyatakan tidak terjadi
pelanggaran UU Anti Monopoli pada tindakan Telkom dan Telkomsel tersebut
melalui pendekatan prinsip Net Neutrality dan rule of reason dalam mengenai
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan apakah tindakan Telkom dan

Telkomselterse A 1id sl K pxdke R dibke iminasityang dapat

B. Rumu

Be dapat dua

pokok|f
1. g-Undang
Persaingan
2020 yang
rut Hukum
2. ’EUR o Rrkara Putusan

KPPU No. 08/KPPU-1/2620224

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan

dan pokok permasalahan, adapun tujuan penulisan tesis ini mempunyai tujuan

19 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU
No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 19 huruf (d).



umum dan tujuan khusus, yaitu:
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah sebagai suatu sumbangan
pemikiran atas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum
persaingan usaha terkait praktik anti persaingan usaha.
2. Tujuan Khusus

a. Tujuan khusus pertama_adalah untuk mengetahui penggunaan prinsip

Secara teoritis, tesis - aa memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha
yaitu mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu praktik diskriminasi
serta dapat mengembangkan pola pikir terhadap hukum persaingan usaha

berkaitan dengan praktik anti persaingan usaha di bidang hukum Persaingan

Usaha di Indonesia.



Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta
menjadi referensi yang mudah dimengerti baik oleh akademisi, masyarakat
umum, maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mengenai
praktik persaingan usaha terutama praktik diskriminasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan penelitian ini dapat membantu
Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan

hukum persaingan usaha di Indonesia

| UvaERSITS ANDAT 1o

mengenai
omunikasi
Rehiadap Netflix
us Putusan
eneliti lain
ang  pernah
secara

judul dg tansi|pok 7 : as berbedg penelitian

cSebagai Penyedia Layanan Film

Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia, Tesis, Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada. Dengan Rumusan Masalah:

a. Bagaimana Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming
Berbayar Berdasarkan Hukum Indonesia?

b. Bagaimana Prospek Pengaturan Layanan Film Streaming Berbayar di

Indonesia?
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2. Muthia Aisha Chandra, 2014, Prinsip Network Neutrality Studi Komparatif
Undang-Undang Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia, Tesis, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Dengan Rumusan Masalah:

a. Bagaimana ketentuan hukum mengatur netralitas jaringan berikut
implementasinya dengan melakukan studi perbandingan sistem hukum

yang berlaku di Amerika Serikat dan Prancis?

b. Bagaimana Netralitas jaringan di Indonesia khususnya dengan melihat
‘cherlaku 2 asa[-Dade g=dndang Hak Cipta,
idak Sehat

D)é samaan dari
segi dan teknik

pe
F. Kerang
1. Kers
PeN fiutlak  bagi

3 ‘ usaha yang
tidak  seNat~Rgia "TRAS e\ FBIatRtD HcieatGan dan dapat
menimbulkan monopoli.Pesi o idk sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang
dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau

menghambat persaingan usaha.?

Secara umum hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim

20 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Edisi
Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 187.
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persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha
menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari
terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta
mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Dalam Pasal
3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat, tujuan hukum persaingan usaha itu sendiri

adalah:**

RSITAS AND _

1. f 3 T~ ekonomi
sejahteraan

2. persaingan
esempatan

enengah,

3. sehat yang

melindungi persainga Tkt ' persaingan itu sendiri. Oleh
karena itu, ketentuan dalam Pasal 3 tidak sebatas pada tujuan utama Undang-
undang anti monopoli yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil,
dimana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku

usaha.?? Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa untuk mencapai

! 1bid., him. 27-28.
22 Andi Fahmi Lubis. et.al, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta,
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tujuan perekonomian nasional maka haruslah melalui pemberian persamaan

kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil. %
Monopoli, trust, kartel, persaingan tidak sehat atau yang sejenisnya apapun

namanya, diatur oleh hukum agar terdapat tujuan utamanya berupa: (1)

produksi yang efisien dan (2) alokasi yang efisien.? Di samping itu, terdapat

juga beberapa sasaran pengaturannya yang lebih bersifat kebutuhan dan nilai-

di atas=terdapai ano.mergaankan e RUran-ant Emo 0p0|i atau

konsumen.

omi dalam

menil nimbulkan
bebe N tersebut
berup an semata-
mata

Selé | dilakukan
oleh g nis secara
norm tini:?
1) Te

Teori hal ini teori

tersebut mengajarkan bawa ." salah dari suatu perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang diukur dari apakah hal tersebut memiliki dampak

2009), him. 16.

2 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004,
him. 2.

2% Munar Fuady, Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat, cet. 1, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 19.

? 1bid, him. 19-20.

% 1bid, him. 20-22.
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yang baik atau buruk terhadap orang tersebut itu sendiri. Bagaimana
dampak dari perbuatan tersebut terhadap orang lain tidak relevan, kecuali
jika akibat terhadap orang lain itu akan mengubah dampak terhadap si
pelaku tersebut.

2) Teori Ethical Altruism

Teori ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan dari pihak lain dari

Te b tindakan
benar atau

perdampak

monopoli

0ga dapat merugikan
masyarakat secara luas.

b. Excess Profit

Karena tidak ada saingan, maka dengan monopoli, suatu harga dapat
ditentukan seenaknya oleh si pelaku usaha, sehingga monopoli tersebut

sangat berpotensial menimbulkan keuntungan yang berlebih-lebihan.

2" Munir Fuady, Hukum Bisnis, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, him. 140.
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Karena itu pula, suatu monopoli dianggap sebagai suatu pranata
ketidakadilan.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, tetapi
dapat juga terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan

hilangnya hak pilih dari konsumen, karena tidak ada kompetisi di antara

ini akan
Ik/ke bidang-
} nanti akan

gn pemula.

Monopoli dapat Trer ya unsur akumulasi modal dan

pendapatan dari usaha monopoli.

Selain itu, teori yang digunakan ialah mengenai prinsip Network
Neutrality, dimana akan digunakan sudut pandang kepentingan konsumen dari
aplikasi prinsip tersebut akan dibahas dari sisi normatif.

1) Teori hukum peran dan tanggung jawab Administrasi Negara dalam
kesejahteraan (Welfare State)
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Teori Welfare State menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggung
jawab dari keberlangsungan sisi administratif, dimana agar tercapainya
tujuan, negara ikut campur tangan. Selain itu, masyarakat juga dapat
berpartisipasi dalam keberlangsungannya. Pada perkembangan teori ini,
Savas mengungkapkan dapat berakibat terbentuknya suatu organisasi
campuran Pemerintah dan Swasta untuk menyelesaikan kepentingan umum.

Lalu, kewenangan dari pemerintahan bertambah yakni membuat peraturan

gunan yang
esia. Teori
i hidup (way
casila yang
jkaidah yang

relatif sudah

arroleh Lawrence W. Friedman.??

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan “konsep”
pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound
“Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat.

Dapat dipahami bahwa secara teoritis Teori Hukum Pembangunan yang

%8 |_awrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and
how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, him. 1-8. dan pada Legal
Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, him. 1002-1010.
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dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari
Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah
dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).?
Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada
kondisi Indonesia.*® Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell

dan McDougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara

gempan i C ) i [N DIOSEeS melahirkan

amun di sisi
bori Hukum
pola kerja

ada dalam

djay Ihukum; apkan  agar

sarana ) asyarakat

mbaharuan
pa keteraturan
&gbaharuan itu
(mutlak) perlu.
sebagai sarana
pembaharuan adalah ba m dalam arti kaidah atau peraturan
hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana
pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang
dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

2 Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif

https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif analitis_teori _hukum_
pembangunan.pd, diakses 28 Desember 2021, him. 2.
% Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, CV Utomo, Jakarta,

2006, him. 411.

31 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta,
Bandung, 1995, him. 13.
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Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan
berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai
apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori
Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum
sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan

masyarakat atau sebagai law as a tool of social engineering.

Penelitian ini pupnjukkan bagaimana prinsip Network

tersebut,

| kukan oleh

kepastian

“Pertama, adanya atl s rrmembuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

%2 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar llmu Hukum: Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya lImu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, him. 48.

% peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2018,
him. 158.
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saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang,
melainkan juga adanya kompensasi dalam putusan hakim antara putusan yang
satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.”
Kepastian hukum atau rechtszekerheid atau menurut J.M Otto, yang dikutip
Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:**
a) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan

egara 1 UNIVERS[TAS ANDALAS :

ata netapkan”attra 0m 0 o@@ra konsisten

J N
ng Pada a HEY r'sen
Fdlasar \ “\\
= \ *\
N\
\ \ :
L | ‘l‘

3 (delapan)
enuhi, maka

A lain harus

berdasarke

N T, i o TBerais Fraturan, tidak

b) Peraturan tersebut diumumkan kpada publik;
c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

* Tatiek Sri Djamiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi Doktor Universitas
Airlangga, Surabaya, 2002, him. 18.
* Ibid.
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e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa

dilakukan;

g) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum.

g kog

i i t
‘ ‘il- um
it suatu aturag

anfaatan,

dimaksud

@njaturan yang

rer1/2 -r nya kepastian
NGSA

BA
hukum pada pe o ahun 1999 tentang

larangan praktek monopoli dan persaigan usaha tidak sehat terkait Putusan

KPPU pada perkara No. 08-UU/KPPU-1/2020.

® Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 42-43.

" Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama,
Jakarta, 1993, him. 85.

8 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 56.
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2. Kerangka Konseptual

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara
konsep-konsep hukum yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini,

dipaparkan beberapa konsep, yaitu:

1) Praktik Anti Persaingan Usaha

gga Article
an- larangan

Bgunaan posisi

pembagian larangan te hatY yaitu “praktik monopoli” dan “praktik
persaingan usaha tidak sehat”.
Hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

antara lain adalah sebagai berikut:

% Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Hukum Persaingan Usaha Buku Teks”, Edisi Kedua,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, him 33.
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a) Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.

Istilah perjanjian sangat lazim digunakan secara umum oleh
masyarakat. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa,

dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang

,,,,,,,,,,, gH Perdata)
aitu suatu
an  dirinya
1233 KUH
lahir dari
Di dalam
an. Dilihat
estasi dari
. ~ sesuatu.
Kk figa, adanya

¥h menganut

membuat perfanfiamryang/pelisRdrRberbentuk apa saja, tetapi tidak
boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
Ketentuan mengenai  perjanjian dalam KUHPerdata

merupakan asas-asas dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku

0 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, him. 1.

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti. Balai

Pustaka, Jakarta, 2009, Pasal 1313.
“2 |bid, Pasal 1233 KUH Perdata.
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untuk semua perjanjian secara umum.* Selain itu, suatu undang-
undang khusus dapat mengatur hal-hal yang berlaku secara khusus
dalam undang- undang tersebut. Definisi perjanjian secara khusus
juga dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, dimana perjanjian didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

perjanjian
. Sehingga

an usaha,

ini sangat
ng berlaku
5 dianggap
ena hukum
o nkan dan

KY yang Kkuat.

K tertulis ketika membuat
kesepakatan. Hal itu dapat menjadi boomerang yang akan
memudahkan terbuktinya kesalahan mereka. Oleh karena itu,
perjanjian tertulis di antara para pelaku usaha yang bersekongkol

atau yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha akan sulit

*% Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Hukum Persaingan Usaha...”, him. 91.
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ditemukan.*

Adapun larangan-larangan terkait dengan pembuatan suatu
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan
untuk: (a) Oligopoli, (b) Perjanjian Penetapan Harga, (c) Perjanjian

Diskriminasi Harga, (d) Predatory Pricing, (e) Penetapan Harga Jual

2

“kegiatan
n, kegiatan

dapat juga
-~ kum secara

e batkan pelaku

usaha lainnya—

Adapun larangan-larangan terkait dengan kegiatan pelaku usaha
lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan untuk: (a) Praktik

** Ibid, him. 92.

*® Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, “Hukum dan Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, him. 132.
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Monopoli, (b) Monopsoni, (c) Penguasaan Pasar (dimana termasuk
Praktek Diskriminasi), (d) Jual Rugi, (e) Kecurangan Dalam
Menetapkan Biaya Produksi, dan (f) Persekongkolan dengan Pihak
Lain.

c) Larangan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

laku usaha
pvasi  dan

/atau jasa

) pelaku usaha

a mempunyai

posisi yang Yar saingnya pada pasar yang
bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan,
akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan
pasokan atau usaha tentu memiliki tujuan untuk menjadi lebih
unggul atau memiliki posisi dominan di pasar bersangkutan.
Penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak

dilarang, asalkan dalam mencapai posisi dominan atau menjadi lebih
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unggul (market leader) pada pasar bersangkutan, pelaku usaha
melakukannya atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair
dan melalui persaingan permintaan barang atau jasa tertentu.*
Namun, yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah apabila

pelaku usaha tersebut menyalahgunakan posisi dominannya.*’

Adapun larangan-larangan terkait dengan penyalahgunaan

elakukan
anya yaitu
& usaha serta
metode-
adakan pelaku
usaha untu Adarifpa: pelaku usaha kecil jika
dianggap tidak mampu untuk meneruskan usahanya.*® Sehingga
pelaku usaha yang mengalami kesulitan likuiditas dapat melakukan

penggabungan dan/atau peleburan badan usaha serta

* Indonesia, Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999.

*" Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Hukum Persaingan Usaha...”, him. 233.

*8 Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, and Materials, Oxford University
Press, New York, him. 848.
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pengambilalihan saham, agar kreditur, pemilik, dan karyawan dapat
terlindungi dari kepailitan.*

Adapun  larangan-larangan  melakukan  penggabungan,
peleburan dan pengambilalinan oleh pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 199 antara

lain larangan untuk:

persaingan

' ditu Praktek

Terdapat beberapa \ddr ™ work Neutrality yang diberikan
oleh ahli hukum, informatika dan asosiasi internet. Berikut beberapa
definisi Network Neutrality.

a) Tim Wu, seorang pengajar di Columbia University dan telah

mempublikasikan sebuah makalah berjudul Broadband

9 1bid, him. 849.
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Discrimination terkait peraturan netralitas internet. Menurut Tim
Wu, netralitas jaringan berada pada ranah netralitas antara aplikasi
dan netralitas antar data dan trafik sensitif dari Quality of Services
(Qo0S), oleh karena itu masalah ini dibawa kepada legislator untuk
dibicarakan.”® la melihat netralitas jaringan sebagai keinginan

untuk inovasi peraturan dengan cara menggunakan akses terbuka

jling pada

sini maksudnya yaitu
dilarangnya diskriminasi dan limitasi koneksi internet. Namun,
operator memiliki kebebasan untuk mengolah konsumsi bandwidth

dan permasalahan lainnya. Prinsip non diskriminasi ini

% Tim Wu, “Network Neutrality, Broadband Discrimination”, Journal of Telecommunications and
High Technology Law, 2003, SSRN 388863.

> Muthia Aisha Chandra, “Prinsip Network Neutrality Studi Komparatif Undang-Undang Amerika
Serikat, Prancis Dan Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, him. 16.
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dilaksanakan dengan adanya perbedaan antara pembatasan jaringan
lokal, yang biasanya diperbolehkan tetapi tetap harus ditinjau
ulang.

Tim Wu menjelaskan terkait konsep netralitas, yaitu
konsep dimana definisinya sendiri akan ada tergantung dari
subjeknya. Suatu kebijakan yang terlihat netral pada beberapa

periode waktu seperti ‘semua orang dapat memilih® akan

herlakukan ~ blocking  dapat

menyebabkan kerusakan pada pasar. Tujuan dari prinsip ini agar
tidak dijadikan blocking oleh penyedia internet dan diskriminasi.

b) Larouche memiliki definisi netralitas jaringan yang berbeda

dengan Tim Wu. Menurut Larouche, jaringan yang netral ialah

jaringan dimana tidak ada diskriminasi, blocking user access to

content dan access-tiering.
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i. Diskriminasi yang dimaksud ialah diskriminasi yang
dilakukan oleh Broadband Access Provider®” antara beberapa
Content Provider.® Broadband Access Provider tersebut
memprioritaskan Content Provider milik anak perusahaannya
sendiri.

ii. Blocking user access to content, applications and services

adalah di blokirnya user™ kepada akses beberapa konten,

emberikan

Beberaps

aaripendapat

1 penelitian
8] vertikal.
Erality pada

013. Network

Neutrality ~dffr AeSebanal kerangka utama internet.
Suatu kebijakan prioritas dan sebagai prinsip normatif dimana
jaringan komunikasi elektronik akan membawa data dengan

netral apapun isinya, kontennya, sifatnya atau identitas pengirim

*2 Broadband Access Provider merupakan perusahaan yang memberikan servis bagi pelanggannya
untuk menggunakan servis internet.

%% Content Provider adalah perusahaan yang memberikan servis informasi di internet. Contohnya
yaitu Netflix yang menyediakan layanan streaming film di internet.

% User adalah para konsumen yang menggunakan servis internet untuk mengakses informasi.
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dan penerimanya.>® Menurut Internet Society, terdapat beberapa
isu yang meliputi network neutrality yaitu pembolehan kebebasan
berekspresi, mendukung pilihan pengguna dan menghindari
diskriminasi.”®

d) Bross dan Gautier (2017)>" menjelaskan dua prinsip utama

aturan net neutrality. Pertama, tidak boleh ada prioritas dalam

perusahaan

asi tertentu

) sk - oty BANGSA

Dari beberapa-def

Neutrality merupakan kerangka kebijakan hukum dimana tidak boleh

> Internet Government Forum Workshop,

http://www.intgovforum.org/cms/wks2013/workshop 2013 status_list_view.php?xpsltip  q_je=340,  diakses
4 November 2021.

% Internet Society, “Net Neutrality Experts' Roundtable Series”
https://www.internetsociety.org/tag/net-neutrality/, diakses 5 November 2021.

> Terry Muthahhari, "Net Neutrality, dan Diskriminasi Internet di Era Trump",
https://tirto.id/cAMm, diakses 6 November 2021.
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adanya Diskriminasi data, Blocking®, access-tiering™, degradation of
quality®® serta integrasi vertikal antara penyedia internet dan web
konten dalam rangka memperoleh kebebasan informasi dan untuk

mendukung pembangunan ekonomi melalui inovasi.

B. Definisi Operasional

ilah-istilah

saha, baik
irikan dan
UM negara

a melalui

T dari barang dan atau jasa

tersebut.®?

%8 Blocking untuk akses kepada situs dengan berbagai cara seperti dengan IP, DSN, reroutage BGP
dan filtrasi hibrida. Uiowa.edu/pages/ciewpage.action?pagelD=41879146, diakses pada tanggal 5 November

% Penyedia internet memberikan tarif bayaran kepada end-user dan penyedia konten. Larouche,
Pierre. Network Neutrality: the global dimension, 2011.

% pengurangan kualitas, bid.

®! Indonesia. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU
No. 5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817, Ps. 1 ayat (5).

%2 |bid., Ps. 1 angka (10).
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c. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di
antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

atau jasa tertentu.®®

d. Baranc - =% Qo AU Rralpun=ti idaky berwujud,

lagangkan,

konsumen

a dalam

s)/ atau aspek
a/flamun tidak

a atau akses

dilakukan secara DersamassaiadeRgs pelaku usaha lainnya dan dapat

terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus.®

g. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha

% Ibid., Ps. 1 angka (4).

® Ibid., Ps. 1 angka (16).

® |bid., Ps. 1 angka (17).

% |ampiran Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek
Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, him. 11.
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dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.®’

h. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.®®

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang

fibentuk. 4BVasi oo G qu@@ 77777 jatankan kegiatan

persaingan

j. digunakan
t evaluasi
ntu, guna
cara tidak

k. | kan kabel

tidak memiliki batasar

I.  Mobile Broadband merupakan jalur koneksi wireless ke internet yang
umumnya menggunakan perangkat mobile seperti modem, perangkat

Wi-Fi atau tethering dari smartphone untuk bisa terkoneksi ke jaringan

®" Ibid., Ps. 1 angka (6).

% Ibid., Ps. 1 angka (7).

% |bid., Ps. 1 angka (18).

" susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. Ke-3, 2018, him. 694.
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internet. Kelebihan dari mobile broadband adalah dari sisi mobilitas
karena bisa terkoneksi dimanapun selama memiliki perangkat yang
dibutuhkan. Selain itu, layanan akses data yang disediakan oleh mobile
broadband lebih fleksibel karena pengguna bisa memilih banyaknya
paket data yang ingin mereka beli sesuai kebutuhan dengan kisaran harga
yang relatif terjangkau.

. Internet Service Provider_adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan

Tasatelek i d e aTalb=17€2 Ve i rnetbagi Pelanggan

nan yang
ari tulisan,

kombinasi

konsumen (i (personal computer),
aplikasi di perangkat telekomunikasi seluler, maupun televisi (Smart
TV).”

p. Subscription Video based Video on Demand (SVOD) adalah layanan

video on demand yang membebani pengguna untuk membayar biaya

™ peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Jasa Telekomunikasi, Ps. 1 angka (16).
"2 exico, “Definition of Video on Demand”, www.lexico.com, diakses tanggal 6 November 2021.
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berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang
disediakan oleh penyedia SVOD.

g. Net Neutrality adalah kerangka kebijakan hukum dimana tidak boleh
adanya Diskriminasi data, Blocking, access-tiering, degradation of
quality serta integrasi vertikal antara penyedia internet dan web konten

dalam rangka memperoleh kebebasan informasi dan untuk mendukung

Broadband

berusahaan

pmunikasi,

peidekatan secara
yuridis normatif yi J yang diteliti dengan sifat
hukum yang normatif dengan melakukan penelitian melalui bahan
hukum sekunder atau bahan pustaka.”® Penelitian hukum sendiri
memiliki definisi sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

"3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1,
cet. 15, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), him. 13-14.
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menganalisisnya, dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap

fakta hukum untuk mendapatkan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tertentu.”’
Pendekatan bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum yang
menguraikan tentang norma-norma perundang-undangan. Pendekatan
normatifnya adalah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan

melalui penelitian kepustakaan mengenai tindakan Telkom dan Telkomsel

terhadap Netflix ter 'Emlé a'L AND ses Internet Provider dalam
hu nlaw Y : ALAS
n Q4 endekatan
U - np
a. Pendekatan Un
u -un 1a h suatu hal
elifi rmalify kare kan diteliti
a ai jadi,f lgus topik suatu
aan norma
rtulis yang
a or 5 Tahun
EDJAJA A N _
198 ¥iiteg % Usaha Tidak
Sehat dan beberapa pe terkait.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Hal pokok

" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 2015, him. 43.
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yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim
untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai
argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Pokok permasalahan yang diteliti menggunakan tipologi penelitian

deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis ini mengambil masalah atau

juan untuk

um dalam

leh karena
elitian ini

, yaitu
/ erdasarkan

berkaitan

sekunder, dan tersieryatt

1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan

mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini

" Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1988, him. 133.
"® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif..., him. 13.
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terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

—tentang- flda[aa alok NikaRiQ sebaga imana dicabut
entang Pos,
nikasi dan

Araan Jasa

ahun 1999
Usaha Tidak

han penelitian

2@ menjelaskan

mengenai baha i-s yal '.'7 artikel, literatur, rancangan
undang-undang, laporan penelitian dan makalah yang membahas
mengenai hukum persaingan usaha. Dalam penulisan ini bahan hukum
sekunder terdiri dari buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, artikel,
penelitian dan bahan hukum lainnya mengenai hukum persaingan
usaha serta bidang lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.
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3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan sebagai penunjang dari bahan hukum primer
dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia

yang menjelaskan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini dari

perpustakaan dan media elektronik.

itian  ini
suatu alat
tertulis,
ini. Studi

han-bahan

ada tentang bagaimana sinkronisasi peraturan dalam UU No. 5 Tahun
1999 khususnya mengenai praktek diskriminasi dengan kasus yang diteliti

dalam tesis ini.
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